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Secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan bumi
dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya berdasarkan atas hak menguasai negara sebagaimana
tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 16 ayat (1) UUPA, diberikan beberapa hak atas
tanah kepada perorangan atau badan hukum. Pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah di Indonesia
sgjak 1961 hingga sekarang adalah merupakan usaha mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas
tanah. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Pegjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal terjadinya
gugatan/pemeriksaan terhadap seorang PPAT. Oleh karenanya permasalahan dalam tesisini berupa
penelitian mengenal dapatkah PPAT membuat perjanjian tambahan akta PPAT dan upaya hukum apa yang
dapat ditempuh PPAT dalam menghadapi pemeriksaan kepolisian/pengadilan dengan status sebagai tergugat
dalam akta tanah.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, di mana data
diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan
metode pendekatan yaitu metode analisis data secara kualitatif sehingga hasil penelitian bersifat evaluatif-
preskriptif-analitis. Sebagal akibat kelemahan Sistem Negatif bertendensi Positif dalam Pendaftaran Tanah
maka pemegang hak yang namanya tercantum dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi
kemungkinan gugatan dari pihak-pihak lain. Secarayuridis, akta PPAT tidak dapat dibatalkan oleh klien
mengingat akta tersebut dibuat oleh Pegjabat Umum yang dijamin kepastian akan isi akta tersebut. Menyikapi
aneka gugatan yang mungkin terjadi terhadap akta PPAT maka seyogyanya peraturan perundang-undangan
terkait memungkinkan PPAT membuat perjanjian tambahan dalam akta PPAT guna melindungi posisi
PPAT.
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